
BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR J,Q; TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan organisasi
fungsi, tepat proses dan tepat uk
struktur tugas, fungsi peran ~t;1 A

b. bahwa dalam rangka l,Vn e ~

h yang tepat
taan kernbali

r dan
u strategisnya

esuaian terhadap

____~_.--gan sebagaimana dimaksud
u ,perlu menetapkan Peraturan Bupati

k:a, usunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
e adan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

Jember.

Mengingat dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- 1 -



Menetapkan:
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Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Ten
Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi d
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan
Penyelenggaraan Urusan Pemerin tahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pembentukan Produk Hu

9. tentang
angkat Daerah;

Nomor 3 Tahun 2016
Susunan Perangkat Daerah

abupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
aran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Jember.
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4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jember.

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jember.

8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada an
Perencanaan dan Pembangunan Daerah abupaten
Jember.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah y ya disingkat
UPTD adalah UPTD Badan E e embangunan
Daerah Kabupaten JeTTLl"PT

1o. Kepala UPTD

.a Daerah yang selanjutnya
Kabupaten Jember.

BAB II
UKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasa12

(1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten.

(4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal3

(1)Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat:

l.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2.Sub Bagian Pereneanaan dan Pelaporan; dan
3.Sub Bagian Keuangan.

e. Bidang Ekonomi:
l.Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Keeil Me

Perdagangan dan Industri;

2.Sub Bidang Pertanian dan P~E>~'~A

3. Sub Bidang Pengemb
Kebudayaan.

d. Bidang Pe
1.

. ang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
.Sub Bidang Transportasi; dan

3. Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih.
f. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program

SDG's:
1.Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2.Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's;

dan
3. Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah.

g. UPTO; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5)Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
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BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasa14
(1) Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional

dukungan administrasi umum, kepegawaian,
Keuangan di lingkungan Badan;

b. pengkoordinasian pelaksanaan dukungan
administrasi umum, kepegawaran
Keuangan di lingkun

,..a~,<......u barang milik daerah dan barang
jadi tanggungjawab Badan; dan

aporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

PasalS

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan
kerumahtanggaan, pengelolaan asset Badan, Kepegawaian,
Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,

pengiriman dan pendistribusian surat;
b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan

Badan;
c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan

dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan
lainnya;
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d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis
jabatan di lingkungan Badan;

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatarr/ perlengkapan
kantor;

h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan
aset/ barang milik daerah; dan

1. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian da
penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

J. penyusunan laporan pertanggungjaw atas
pelaksanaan tugas.

elaporan, mempunyai tugas
oetizeiolaan data, penyiapan bahan dan
en perencanaan dan pelaporan serta

tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
fungsi:
a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi

OPD;
c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system

informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup Badan;

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanan tugas.
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Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal7

(1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan
pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan
keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bah an dan pengkoordinasian penyusun

rencana anggaran dan rencana perubahan anggara
b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belani

belanja tidak langsung;
c. pengkoordinasian pelaksanaan

informasi keuangan daer
d. pengkoordinasian
e. pelaksanaan

administrasi

engkoordinasian rekonsilisasi data
...,"'~~......periodik dengan BPKAD;
bahan monitoring realisasi penerimaan dan

eluaran;
mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

J. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
dan

k. penyusunan laporan
pelaksanaan tugas.

pertanggungjawaban atas

Bagian Kedua
Bidang Ekonomi

Pasal8

(1) Bidang Ekonomi mempunyai fungsi merumuskan kebijakan
pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility
(CSR) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(l), Bidang Ekonomi mempunyai tugas meliputi:
a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang

ekonomi;
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1.

b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
ekonomi;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)di bidang ekonomi;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementeriarr/Lernbaga, Provinsi dan Kabupaten di
bidang ekonomi;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerj
an tar daerah di bidang ekonomi;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi
permasalahan pembangunan daerah . i
pengoordinasian pembinaan ./"\.'~nd-U

Perangkat Daerah di bi

f.

konomi;
kepada

J.

pemerintah

ertanggung jawaban atas pencapaian

Paragraf 1
ub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Keeil dan Menengah,

Perdagangan dan Industri
Pasa19

(1) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Industri mempunyai tugas mempersiapkan
bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan
evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan
koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan
perindustrian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Industri mempunyai fungsi meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan

koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan
perindustrian;

b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan
perindustrian;
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c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan koperasi, Usaha
Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
perdagangan dan perindustrian;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil
Menengah, perdagangan dan perindustrian;
pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementeriarr/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten
urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan
dan perindustrian;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersam rjasama
antar daerah urusan koperasi, Usaha Mikr e il Menengah,
perdagangan dan perindustrian;

h. pelaksanaan monitoring,
permasalahan pemban
Mikro Kecil Menengah

f.

erasi,
erindustrian;

monitoring dan evaluasi
o r pembangunan Perangkat Daerah

an koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
er an dan perindustrian; dan

yusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

erasi, Us
stri

-oereacarraan kepada
Usaha Mikro

1.

Paragraf2
Sub Bidang Pertanian dan Pangan

Pasall0

(I) Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai tugas
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan
koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program
pembangunan urusan pangan, kelautan dan perikanan dan
pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan

pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian;
b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah urusan pangan, kelautan dan
perikanan, serta pertanian;
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d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta
pertanian;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan,
serta pertanian;

f. pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementeriarr/Lernbaga, Provinsi dan Kabupaten
urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pus at,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta
pertanian;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasal
pembangunan daerah urusan pangan, kela
perikanan, serta pertanian;

1. pengkoordinasian pembinaan
Perangkat Daerah pelaksana
perikanan, serta pertani

J. pengoordinasian,
pelaksanaa
pelaks __.,.-.

ruuasi
Daerah

atas pencapaian

Paragraf 3
Sub Bidang Pengembangan Investasi,

Pariwisata dan Kebudayaan
Pasalll

(1) Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan
mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,
melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan
program pembangunan urusan penanaman modal, pariwisata,
kebudayaan, keuangan dan pelaksanaan Corporate Social
Responsibility (CSR) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan
mempunyai fungsi meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan

penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah urusan penanaman modal,
pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
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J.

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan penanaman modal, pariwisata,
kebudayaan dan keuangan;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan penanaman modal, pariwisata,
kebudayaan dan keuangan;

f. pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kernenteriarr/Lernbaga, Provinsi dan Kabupaten
urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan
keuangan;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah urusan penanaman modal, pariwisata,
kebudayaan dan keuangan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi pe
pembangunan daerah urusan penanaman , pariwisata,
kebudayaan dan keuangan;
pengoordinasian pembinaan
Perangkat Daerah pelaksaneq
pariwisata, kebudavaaa
pengoordinasis ....",
pelaksarjaan]

1.

evaluasi
Daerah

memfasilitasi kemitraan pemerintah
ta.aaram pelaksanaan CSR; dan

n s laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
rja sub bidang.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM

Pasal12

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai tugas
merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
perencanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan
pembangunan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai fungsi
meliputi:
a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang

pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
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c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan
pembangunan sumber daya manusia;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber
daya manusia;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan
sumber daya manusia;

f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di
bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya
manusia;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersam erjasama
antar daerah di bidang pemerintahan embangunan
sumber daya manusia;

h. pelaksanaan monitoring, evalu
pembangunan daerah
pembangunan su

1. pengoordin aan kepada
dan pembangunan

monitoring dan evaluasi
pembangunan Perangkat Daerah di
dan pembangunan sumber daya

i an
sunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian

kinerja bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan

Pasal13

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan
bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi,
menyusun rencana dan program pembangunan urusan
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi
pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan (diklat) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian,
statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan,
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
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b. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi
dan informatika, persandian, statistik, administrasi
pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan
dan pelatihan (diklat);

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah urusan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan
informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
(diklat);

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan ketenteraman, ketertiban umum
perlindungan masyarakat, komunikasi dan
persandian, statistik, administrasi
pengawasan, kepegawaian serta pe
(diklat);

e. pengoordinasian
Perangkat Daerah
dan perlind

pemerin tahan,
dan pelatihan

e anaan sinergisitas dan harmonisasi
eriarr/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten

enteraman, ketertiban umum dan perlindungan
arakat, komunikasi dan informatika, persandian,

statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan,
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,
persandian, statistik, administrasi pemerintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
(diklat);

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan
pembangunan daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,
persandian, statistik, administrasi pemerintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
(diklat);

1. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan
informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
(diklat);
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J. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah
pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,
persandian, statistik, administrasi pemerintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
(diklat); dan

k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Paragraf2
Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal14

(1) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijj ~
koordinasi dan evaluasi, menyusun
pembangunan urusan pendidik
transmigrasi, kepemudaan ~__~_
kearsi pan serta tugas 1 .

(2) Untuk melaksa ug
Sub Bid...,-_,...,__..-_

pembangunan urusan
s n, tenaga kerja, transmigrasi,
olahraga, perpustakaan dan kearsipan;

a n rancangan penyusunan dokumen rencana
--"",o,.._,....angunandaerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,
kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga
kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan
dan kearsi pan;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja,
transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan
kearsipan;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga
kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan
dan kearsipan;

f. pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten
urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,
kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja,
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J.

transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan
kearsipan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan
pembangunan daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga
kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan
dan kearsipan;
pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah pelaksana urusan pendidikan, kesehatan,
tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga,
perpustakaan dan kearsipan;
pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan
pelaksanaan program pembangunan Perangkat
pelaksana urusan pendidikan, kesehatan, tenaga
transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustaka
kearsipan; dan

k. penyusunan laporan
kinerja sub bidang.

1.

evaluasi
Daerah

kerja,

pencapaian

ai tugas mempersiapkan
melakukan koordinasi dan

re a dan program pembangunan urusan
dudukan dan catatan sipil, sosial,

er masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan
erlindungan anak dan pengendalian penduduk dan

eluarga berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bidang Kependudukan mempunyai fungsi meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan

admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan admisnistrasi
kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
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d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan
sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan admisnistrasi kepedudukan dan
catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten
urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberd an
perempuan dan perlindungan anak dan endalian
penduduk dan keluarga berencana;

g. pengoordinasian dukungan dan pel
provinsi dan pelaksanaan ke
an tar daerah
catatan sipil,
pemberda

encana;
valuasi, inventarisasi

daerah urusan admisnistrasi
atatan sipil, sosial, pemberdayaan

desa, pemberdayaan perempuan dan
dan pengendalian penduduk dan

arga berencana;
1. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah pelaksana urusan admisnistrasi
kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

J. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah
pelaksana urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan
sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Bagian Keempat
Bidang InCrastruktur dan Kewilayahan

Pasal16

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas
merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan,
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mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi
meliputi:
a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

d. pengoordinasian pe1aksanaan Musrenbang (RPJP , RPJMD
dan RKPD)di bidang Infrastruktur dan Kewi

e. pengoordinasian sinergisitas dan
Perangkat Daerah di bidang InfrQA"T'-L»
pengoordinasian pelaks
kegiatan Kernente .
bidang Infr

si kegiatan
ilayahan;

f.

g. W'-l'L~Ci:)9-M:a.ankegiatan pusat,
atan bersama kerjasama

ruktur dan Kewilayahan;
it . ,evaluasi, inventarisasi permasalahan
aerah di bidang Infrastruktur dan

oordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

J. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di
bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
kinerja bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDM

Pasa117

(1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDM mempunyai tugas
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan
koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program
pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang
sumber daya air dan energi sumber daya mineral serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDM mempunyai fungsi
meliputi:
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a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;

b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup,
kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya
mineral;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang
sumber daya air dan energi sumber daya mineral;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, kehut
bidang sumber daya air dan energi sumber daya ral

f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergisitas harmonisasi
kegiatan Kementeriarr/Lernbaga, Pr Kabupaten
urusan lingkungan hidup, ke umber daya
air dan energi sumber d

g. pengkoordinasian \,..K.-l~-l~

da

aya mineral;
v asi, inventarisasi permasalahan

e a rusan lingkungan hidup, kehutanan,
ya air dan energi sumber daya mineral;

o ifiasian pembinaan teknis perencanaan kepada
'-P'.c.rAlcngkatDaerah pelaksana urusan lingkungan hidup,
kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya
mineral

j. pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan
pelaksanaan program pembangunan Perangkat
pelaksana urusan lingkungan hidup, kehutanan,
sumber daya air dan energi sumber daya mineral; dan

k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

evaluasi
Daerah
bidang

Paragraf2
Sub Bidang Transportasi

Pasal18

(1) Sub Bidang Transportasi mempunyai tugas mempersiapkan
bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan
evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan
perhubungan, dan pekerjaan umum serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
Sub Transportasi mempunyai fungsi meliputi:
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a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
perhubungan, dan pekerjaan umum;

b. pelaksanaan rancangan penyusunan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dokumen rencana
dan RKPD) urusan

perhubungan, dan pekerjaan umum;
c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah urusan perhubungan, dan pekerjaan
umum;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;

e. pengkoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan perhubungan, dan pekerjaan
umum;
pengkoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmo .
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan
urusan perhubungan, dan pekerjaan umum:

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksari
provinsi dan pelaksanaan keseeakatar

f.

e iatan pusat,
I.lIv'L...;>G~~4akerj asama

antar daerah urusan perY-C-l~",p:,",~'iJ{:
h. pelaksanaan moni

pembangun rah

e IS perencanaan kepada
a urusan perhubungan, dan

pembinaan, monitoring dan evaluasi
program pembangunan Perangkat Daerah

peiaxsana urusan perhubungan, dan pekerjaan umum; dan
penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Paragraf 3
Sub Bidang Perumahan Pemukiman,

Sanitasi dan Air Bersih
Pasal19

(1) Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih
mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,
melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan
program pembangunan urusan perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan cipta karya, urusan pertanahan, urusan
penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih
mempunyai fungsi meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan

perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya,



- 20-

urusan pertanahan urusan penataan ruang, dan bidang
pengelolaan air bersih dan sanitasi;

b. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan
rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya , urusan
pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan
air bersih dan sanitasi;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan
penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan
sanitasi;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)urusan perumahan rakyat, kawasan permuk an
dan cipta karya, urusan pertanahan, urusan pena
dan bidang pengelolaan air bersih dan sanit

e. pengoordinasian sinergisitas dan kegiatan
Perangkat Daerah urusan kawasan
permukiman dan cipta
penataan dan

f. harmonisasi
rovinsi dan Kabupaten

awasan permukiman dan cipta
r allan, urusan penataan ruang, dan

e 0 air bersih dan sanitasi;
o .nasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,

~·r""""·nsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
daerah urusan perumahan rakyat, kawasan

permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan
penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan
sanitasi;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan
pembangunan daerah urusan perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan cipta karya, urusan pertanahan, urusan
penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan
sanitasi;

1. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah pelaksana urusan perumahan rakyat,
kawasan permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan,
urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih
dan sanitasi;

J. pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah
pelaksana urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman
dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan penataan
ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi; dan

k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.
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Bagian Kelima
Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah

dan Program SDG's
Pasa120

(1) Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program
SDG's mempunyai tugas :
a. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan,

mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan
pengembangan;

b. melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data dan
informasi hasil pembangunan daerah;

c. mengevaluasi pelaksanaan Program SDG's
Pembangunan Berkelanjutan; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang
Badan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas seb9-F,<:.u./-II.LCAj.L
(1), Bidang Litbang, Evaluasi
SDG's mempunyai fun

oleh Kepala

ud pada ayat
dan Progr

a. e an yang
u ual dan strategis;
penyebarluasan hasil

teknologi informasi atau

analisa data dan informasi hasil
pembangunan untuk perencanaan pembangunan

dan analisa perencanaan dan pendanaan
pembangunan daerah;

e. pengintegrasian dan harmonisasi program-prograrrr/kegiatan
pembangunan daerah;

f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

g. penyusunan rencana pembangunan daerah jangka pendek,
menengah dan jangka panjang;

h. pengkoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah;

1. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan
daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan
dokumentasi;

J. pengendalian pelaksanaan program pembangunan melalui
pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan agar
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;
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1. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah;

m. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ)Bupati;

n. pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah;

o. pelaksanaan Penyusunan Laporan
Pemerintah Daerah (LPPD)Badan;

Penyelenggaraan

p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program SDG's atau
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah; dan

q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
kinerja bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal21

(1)Sub Bidang Penelitian dan Penzembanza
mempersiapkan bahan
koordinasi dan eva':.Y""<"'~'f)
pembangunan
tugas lai

(2) U el'f'lL~<'<'.L
S

i a dimaksud pada ayat (1),
gembangan mempunyai fungsi

ti penganalisaan, penelitian, dan penilaian
e angunan sebagai bahan penyusunan kebijakan di

g penelitian dan pengembangan;
pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas
dan aplikatif terhadap isu-isu aktual dan strategis;

c. penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil
penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau
media lainnya;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
bidang penelitian dan pengembangan;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan
pengembangan; dan

f. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Paragraf2
Sub Bidang Data Pembangunan dan

Evaluasi Program SDG's
Pasal22

(1) Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's
mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,
melakukan koordinasi, evaluasi, menyusun kerangka
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perencanaan pembangunan daerah dan mengelola data informasi
hasil- hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan
program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's
mempunyai fungsi meliputi:
a. pengumpulan, penyusunan dan analisa data dan informasi

pembangunan daerah sebagai bahan koordinasi perencanaan
program pembangunan;

b. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pendanaan pembangunan daerah;

c. pengoordinasian, analisa dan sinkronisasi kebijakan
perencanaan pembangunan daerah;

d. pengkajian, analisis, dan perumusan ebijakan
kewilayahandan konektivitas daerah;

e. penyusunan dokumen rencana pemh aerah jangka
pendek, menengah dan jangka

f. pengintegrasian dan h
pembangunan dae

g. pengkoordi ill
Kecamatar

angunan daerah;
an perumusan RTRWdaerah;

jian data informasi hasil pembangunan
y.e<;F,g,.J...-u':;L.L an dokumentasi;

n 0 masian pendataan atas capaian pelaksanaan
~pn,"'-an'apembangunan daerah;

pengelolaan dan pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD);

m. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan
cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

n. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan
program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di
daerah;

o. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang
melalui rapat /pertemuan untuk penyatuan pendapat; dan

p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Paragraf 3
Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah

Pasal23

(1) Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah mempunyai
tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan
koordinasi, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan
pembangunan daerah dan menghimpun dan mendokumentasikan
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hasil pembangunan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah mempunyai
fungsi meliputi:
a. pengelolaan dan analisa data pembangunan sebagai bahan

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
b. pengolahan dan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan daerah secara periodik;
c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur

evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan, perumusan
kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana
pembangunan daerah;

d. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi a
dan pelaksanaan pembangunan daerah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pro
pembangunan daerah;

f. pengkoordinasian pendataan pelaporan
kinerja pemerintah daer

g. pelaksanaan rangan
pertanggun

h. pelak Penyelenggaraan

atas pencapaian

BABIV
UPTD

Pasa124

(1) UPTDmerupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3) UPTDdibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata

Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan
fungsi UPTDdiatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasa125

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.
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(2) Setiap kelompokdipimpin oleh seorang tenaga fungsional semor
yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan
perundang- undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Badan,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan pr' ip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam Ii ungan
masing-masing maupun an tar satuan organi dilingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain di intah Daerah
sesuai dengan tugas pokoknya mas'

(2) Setiap pemlmpm
bawahannya masing-
mengambil Ian

(3) Setiap si ertanggungjawab
awanan masing-masing dan

bagi pelaksanaan tugas

BABVI
TATAKERJA

Pasa126

ebuah organisasi wajib mengikuti dan
njuk dan bertanggungjawab pada atasannya

asing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
lap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organrsasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

Pasa127

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasa128

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
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BAB VIII

(1) Kepala Badan mer
Pimpinan Tin

(2) Sekre atau Jabatan

III b atau Jabatan

Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD
Eselon IV a atau merupakan Jabatan

ngawas.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV b
atau merupakan Jabatan Pengawas.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa130

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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ttd

Pasa131

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Mvcre t 2021

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember
pada tanggal g M~t:

H e

ERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR ).{;
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